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PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
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I. KETENTUAN UMUM
[bookmark: _Hlk212202388]Dalam Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
1. Perusahaan adalah perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. 
2. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa. 
3. Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya. 
4. Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana pengembangan dan kegiatan usaha Perusahaan dalam jangka waktu tertentu, serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan.
5. Direksi adalah organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau yang setara dengan Direksi bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi atau usaha bersama. 
6. Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi atau usaha bersama.
7. Laporan Realisasi Rencana Bisnis adalah laporan yang disusun oleh Direksi mengenai realisasi Rencana Bisnis sampai dengan periode tertentu. 
8. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis adalah laporan dari Dewan Komisaris mengenai hasil pengawasan yang bersangkutan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis sampai dengan periode tertentu.

II. CAKUPAN RENCANA BISNIS
1. Cakupan Rencana Bisnis Perusahaan paling sedikit memuat:
a. ringkasan eksekutif;
b. evaluasi atas pelaksanaan Rencana Bisnis periode sebelumnya;
c. visi, misi, dan strategi bisnis;
d. rencana kegiatan usaha (termasuk rencana pengembangan produk asuransi);
e. rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha;
f. rencana investasi;
g. rencana permodalan;
h. rencana pendanaan;
i. rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi;
j. rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan/atau teknologi informasi;
k. rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan bagi konsumen dan/atau masyarakat;
l. proyeksi laporan keuangan serta asumsi yang digunakan;
m. proyeksi rasio-rasio dan pos tertentu lainnya, serta asumsi yang digunakan; 
n. Rencana Bisnis berbasis PSAK 109 instrumen keuangan dan PSAK 117 kontrak asuransi; dan
o. informasi lainnya.
2. Ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a berisi penjelasan singkat mengenai pokok-pokok Rencana Bisnis yang disajikan secara ringkas agar dapat memahami Rencana Bisnis secara menyeluruh, yang memuat antara lain:
a. rencana dan langkah-langkah strategis yang akan ditempuh oleh Perusahaan dalam jangka pendek periode 1 (satu) tahun, jangka menengah periode 3 (tiga) tahun, dan jangka panjang periode 5 (lima) tahun; 
b. indikator keuangan utama; 
c. rasio keuangan;
d. uraian mengenai kondisi keuangan Perusahaan; dan
e. uraian mengenai target jangka pendek periode 1 (satu) tahun.
3. Ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud pada angka 2 disusun sesuai dengan Format 1 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini.
4. Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Bisnis periode sebelumnya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b berisi penjelasan mengenai:
a. perbandingan antara Rencana Bisnis dengan realisasi Rencana Bisnis setiap tahun;
b. kendala dan permasalahan yang dihadapi; dan 
c. hal-hal yang telah dilakukan dalam mengatasi kendala dan permasalahan tersebut.
5. Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Bisnis periode sebelumnya sebagaimana dimaksud pada angka 4 disusun sesuai dengan Format 2 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini.
6. Visi, misi, dan strategi bisnis sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c berisi penjelasan mengenai: 
a. visi yang merupakan gambaran kondisi Perusahaan di masa yang akan datang dan merupakan cita-cita Perusahaan; 
b. misi yang merupakan cara yang digunakan oleh Perusahaan dalam mencapai visi ke depan; 
c. strategi bisnis yang merupakan strategi dan arah kebijakan Perusahaan dalam menghadapi persaingan bisnis dan dinamika masyarakat di masa mendatang, yang paling sedikit memuat: 
1) analisis posisi Perusahaan dalam menghadapi persaingan usaha, meliputi informasi mengenai posisi Perusahaan baik dalam kelompok usaha yang sama maupun secara industri, termasuk informasi mengenai permasalahan dan hambatan yang dialami Perusahaan; 
2) arah kebijakan Perusahaan, meliputi informasi umum kebijakan Perusahaan yang ditetapkan oleh manajemen dalam pengembangan usaha Perusahaan pada waktu yang akan datang; 
3) kebijakan manajemen; dan
4) strategi pengembangan bisnis, antara lain memuat informasi mengenai langkah-langkah strategis dalam mencapai tujuan usaha Perusahaan yang telah ditetapkan, termasuk penjelasan mengenai strategi pengembangan organisasi dan teknologi sistem informasi, dan strategi untuk mengantisipasi perubahan kondisi eksternal.
7. Dalam menyusun analisis posisi Perusahaan dalam menghadapi persaingan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf c angka 1, Perusahaan dapat menggunakan analisis kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunity), dan ancaman (threat).
8. Visi, misi, dan strategi bisnis sebagaimana dimaksud pada angka 6 disusun sesuai dengan Format 3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini.
9. Rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d berisi penjelasan mengenai rencana kegiatan usaha yang paling sedikit memuat: 
a. rencana kegiatan usaha yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; 
b. rencana mengenai kerja sama dalam satu kepemilikan, jika ada; dan
c. rencana pengembangan dan pemasaran produk asuransi atau rencana pengembangan program pertanggungan ulang.
10. Rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 9 disusun sesuai dengan Format 4 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini.
11. Rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e paling sedikit meliputi: 
a. rencana pelaksanaan kegiatan usaha baru yang akan dipasarkan dan yang wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan 
b. rencana pelaksanaan kegiatan perluasan usaha berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
12. Rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 11 disusun sesuai dengan Format 5 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini.
13. Rencana investasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f paling sedikit memuat mengenai komposisi dan hasil investasi. 
14. Rencana investasi sebagaimana dimaksud pada angka 13 disusun sesuai dengan Format 6 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini.
15. Rencana permodalan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf g paling sedikit memuat: 
a. proyeksi permodalan; dan 
b. rencana perubahan modal. 
16. Rencana permodalan sebagaimana dimaksud pada angka 15 disusun sesuai dengan Format 7 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini.
17. Rencana pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf h paling sedikit memuat : 
a. uraian mengenai rencana pendanaan;
b. alasan dan pertimbangan dalam menyusun rencana pendanaan; dan
c. strategi untuk merealisasikan rencana pendanaan.
18. Rencana pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 17 disusun sesuai dengan Format 8 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini.
19. Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf I paling sedikit memuat:
a. rencana pembukaan dan penggabungan kantor di luar kantor pusat.
b. rencana perubahan alamat; dan 
c. rencana penutupan.
20. Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi sebagaimana dimaksud pada angka 19 disusun sesuai dengan Format 9 Lampiran II sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini. 
21. Rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan/atau teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf j paling sedikit meliputi:
a. rencana pengembangan organisasi, antara lain: 
1) rencana pembentukan organisasi, antara lain rencana pembentukan satuan kerja/divisi, rencana perubahan satuan kerja/divisi, dan rencana pembentukan komite;
2) alasan dan pertimbangan dalam menyusun rencana pengembangan organisasi; dan
3) strategi untuk merealisasikan rencana pengembangan organisasi.
b. rencana pengembangan sumber daya manusia, antara lain:
1) rencana pemenuhan sumber daya manusia;
2) alasan dan pertimbangan dalam menyusun rencana pemenuhan sumber daya manusia; dan
3) strategi untuk merealisasikan rencana pemenuhan sumber daya manusia.
c. rencana pelaksanaan pendidikan dan pelatihan SDM untuk direksi, dewan komisaris, dan pegawai, antara lain:
1) rencana pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia;
2) alasan dan pertimbangan dalam menyusun rencana pengembangan sumber daya manusia;
3) strategi untuk merealisasikan rencana pengembangan sumber daya manusia.
d. rencana penggunaan tenaga kerja asing, antara lain:
1) rencana penggunaan tenaga kerja asing dan Alsan tidak/belum menggunakan tenaga kerja Indonesia;
2) alasan dan pertimbangan dalam menyusun rencana penggunaan tenaga kerja asing; dan
3) strategi untuk merealisasikan rencana penggunaan tenaga kerja asing.
e. rencana pemanfaatan tenaga kerja alih daya, antara lain:
1) rencana pemanfaatan tenaga kerja alih daya;
2) alasan dan pertimbangan dalam menyusun rencana pemanfaatan tenaga kerja alih daya;
3) strategi untuk merealisasikan rencana pemanfaatan tenaga kerja alih daya.
f. rencana pengembangan teknologi informasi, antara lain:
1) rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi yang bersifat mendasar, termasuk informasi mengenai biaya pengembangan dan pemeliharaan teknologi informasi
2) alasan dan pertimbangan dalam menyusun rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi yang bersifat mendasar;
3) strategi untuk merealisasikan rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi yang bersifat mendasar.
22. Rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan/atau teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada angka 21 disusun sesuai dengan format 10 Lampiran II sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini. 
23. Rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan bagi konsumen dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf k  paling sedikit memuat:
a. nama kegiatan;
b. tujuan kegiatan;
c. bentuk pelaksanaan;
d. metode pelaksanaan;
e. materi;
f. sasaran dan/atau jumlah peserta;
g. jadwal dan/atau wilayah pelaksanaan;
h. frekuensi pelaksanaan;
i. sumber dan jumlah biaya; dan
j. indikator dan bentuk evaluasi
24. Rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan bagi konsumen dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 23 disusun sesuai dengan Format 11 Lampiran II sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini. 
25. Proyeksi laporan keuangan serta asumsi yang digunakan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf  l,  paling sedikit memuat:
a. asumsi yang digunakan meliputi nilai tukar rupiah, tingkat inflasi, kerugian katastropik, tingkat hasil investasi, jumlah pertanggungan baru, tingkat penghentian polis, tingkat klaim, dan asumsi lain yang relevan;
b. proyeksi posisi keuangan untuk perusahaan asuransi umum/Perusahaan Reasuransi;
c. proyeksi posisi keuangan untuk perusahaan asuransi jiwa;
d. proyeksi posisi keuangan untuk Perusahaan Asuransi/ Perusahaan Reasuransi yang memiliki unit syariah;
e. proyeksi laba/rugi komprehensif untuk perusahaan asuransi umum/Perusahaan Reasuransi;
f. proyeksi laba/rugi komprehensif untuk perusahaan asuransi jiwa;
g. proyeksi laba/rugi komprehensif untuk Perusahaan Asuransi/ Perusahaan Reasuransi yang memiliki unit syariah;
h. proyeksi arus kas untuk perusahaan asuransi umum/Perusahaan Reasuransi;
i. proyeksi arus kas untuk perusahaan asuransi jiwa; dan
j. proyeksi arus kas untuk Perusahaan Asuransi/ Perusahan Reasuransi yang memiliki unit syariah.
26. Proyeksi laporan keuangan serta asumsi yang digunakan sebagaimana dimaksud pada angka 25 disusun sesuai dengan Format 12 Lampiran II sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini.
27. Proyeksi rasio – rasio dan pos tertentu lainnya, serta asumsi yang digunakan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf m disusun sesuai dengan Format 13 Lampiran II sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini.
28. Rencana Bisnis berbasis PSAK 109 instrumen keuangan dan PSAK 117 kontrak asuransi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf n, meliputi:
a. neraca;
b. laporan laba rugi;
c. data aset PSAK 109;
d. data contractual service margin PSAK 117; dan
e. data best estimate liability dan risk adjustment PSAK 117
29. Rencana Bisnis berbasis PSAK 109 instrumen keuangan dan PSAK 117 kontrak asuransi sebagaimana dimaksud pada angka 28 disusun sesuai dengan Format 14 Lampiran II sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini. 
30. Informasi lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf o berisi informasi yang perlu disampaikan karena memengaruhi kegiatan usaha Perusahaan, yang tidak disebutkan dalam cakupan Rencana Bisnis, paling sedikit meliputi:
a. rencana penyertaan langsung;
b. rencana penggabungan, peleburan, dan/atau pemisahan;  
c. rencana penghentian kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi kegiatan usaha Perusahaan;
d. rencana konversi Perusahaan Asuransi menjadi perusahaan asuransi syariah; dan
e. rencana pembentukan, penutupan, atau pemisahan unit usaha syariah.
31. Informasi lainnya, sebagaimana dimaksud pada angka 30 disusun sesuai dengan Format 15 Lampiran II sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini. 
32. Dalam hal terdapat informasi lain yang perlu disampaikan oleh Perusahaan dalam Rencana Bisnis, namun tidak diatur formatnya di dalam Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini, maka format penyampaian informasi tersebut disusun berdasarkan kebutuhan Perusahaan.
33. Rencana Bisnis yang memuat:
a. indikator keuangan utama pada ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b;
b. komposisi investasi dan hasil investasi pada rencana investasi sebagaimana dimaksud pada angka 13;
c. proyeksi permodalan pada rencana permodalan sebagaimana dimaksud pada angka 15;
d. proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan sebagaimana dimaksud pada angka 25; dan
e. proyeksi rasio dan pos tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 27,
disajikan:
a. untuk posisi aktual akhir bulan September tahun penyusunan Rencana Bisnis;
b. untuk proyeksi akhir bulan Desember tahun penyusunan Rencana Bisnis;
c. untuk proyeksi 1 (satu) tahun ke depan yang disajikan secara semesteran; dan
d. dalam mata uang rupiah.
34. Dalam penyusunan laporan, Perusahaan menggunakan panduan asumsi aktuaria pernyataan standar akuntansi keuangan tentang kontrak asuransi berdasarkan ketentuan mengenai bentuk dan susunan laporan berkala perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi.
35. Laporan Realisasi Rencana Bisnis harus ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris.


III. BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN REALISASI RENCANA BISNIS DAN LAPORAN PENGAWASAN RENCANA BISNIS
1. Laporan Realisasi Rencana Bisnis meliputi:
a. penjelasan mengenai pencapaian Rencana Bisnis, yaitu perbandingan antara rencana dengan realisasi Rencana Bisnis;
b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi Rencana Bisnis, yaitu penjelasan mengenai penyebab dan kendala terjadinya deviasi antara rencana dengan realisasi Rencana Bisnis;
c. tindak lanjut atas pencapaian Rencana Bisnis, yaitu upaya tindak lanjut yang telah dan akan dilakukan untuk memperbaiki pencapaian realisasi Rencana Bisnis;
d. rasio keuangan dan pos tertentu; dan
e. informasi lainnya, yang antara lain memuat informasi yang perlu disampaikan karena memengaruhi realisasi Rencana Bisnis, namun belum termasuk dalam cakupan Laporan Realisasi Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d.
2. Laporan Realisasi Rencana Bisnis harus ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris.
3. Laporan Realisasi Rencana Bisnis disusun sesuai dengan format 1 Lampiran III sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini.
4. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis paling sedikit memuat penilaian Dewan Komisaris mengenai: 
a. realisasi Rencana Bisnis baik secara kuantitatif maupun kualitatif;
b. penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Perusahaan;
c. faktor yang memengaruhi kinerja Perusahaan; dan 
d. upaya memperbaiki kinerja Perusahaan.
5. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis harus ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris.
6. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis disusun sesuai dengan format 2 Lampiran III sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini.

IV. TATA CARA PENYAMPAIAN RENCANA BISNIS, PENYESUAIAN RENCANA BISNIS, PERUBAHAN RENCANA BISNIS, LAPORAN REALISASI RENCANA BISNIS, DAN LAPORAN PENGAWASAN RENCANA BISNIS
1. Penyampaian Rencana Bisnis, penyesuaian Rencana Bisnis, perubahan Rencana Bisnis, laporan realisasi Rencana Bisnis, dan laporan pengawasan Rencana Bisnis disampaikan oleh Perusahaan Asuransi kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
2. Batas waktu penyampaian Rencana Bisnis, penyesuaian Rencana Bisnis, perubahan Rencana Bisnis, laporan realisasi Rencana Bisnis, dan laporan pengawasan Rencana Bisnis mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.
3. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 belum tersedia atau mengalami gangguan teknis, penyampaian Rencana Bisnis, penyesuaian Rencana Bisnis, perubahan Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara luar jaringan.
4. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mengalami gangguan teknis atau keadaan kahar sehingga Perusahaan tidak dapat menyampaikan seluruh rencana bisnis, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada Perusahaan terjadinya gangguan teknis atau keadaan kahar melalui situs web Otoritas Jasa Keuangan.
5. Dalam hal terjadi gangguan teknis atau keadaan kahar, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan dan menyampaikan mekanisme alternatif penyampaian dan penundaan batas waktu penyampaian seluruh rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada angka 4 selama masa pemulihan sistem.
6. Dalam menetapkan penundaan batas waktu penyampaian rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada angka 5, Otoritas Jasa Keuangan mempertimbangkan waktu dan penyelesaian terjadinya gangguan teknis dan keadaan kahar.
7. Mekanisme alternatif penyampaian seluruh rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada angka 6 antara lain dilakukan melalui surat elektronik atau penyampaian salinan elektronik secara fisik.
8. Perusahaan menyampaikan seluruh rencana bisnis melalui sistem jaringan komunikasi data setelah Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan bahwa gangguan teknis atau keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada angka 4 telah teratasi.
9. Perusahaan yang mengalami keadaan kahar sehingga tidak dapat menyampaikan seluruh rencana bisnis sampai dengan batas waktu penyampaian, memberitahukan melalui surat yang ditandatangani oleh direksi atau yang setara dari Perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan, yang disertai dengan informasi:
a. keadaan kahar yang dialami;
b. alasan tidak dapat menyampaikan rencana bisnis; dan
c. metode alternatif yang diajukan untuk penyampaian seluruh rencana bisnis dan/atau usulan penundaan batas waktu penyampaian rencana bisnis.
10. Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 9 disampaikan paling lambat 1 (satu) hari setelah Perusahaan mengalami keadaan kahar.
11. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan penundaan batas waktu penyampaian seluruh rencana bisnis Perusahaan berdasarkan pertimbangan keadaan kahar yang dialami dan kemampuan Perusahaan untuk mengatasi keadaan kahar dimaksud.
12. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan penundaan batas waktu penyampaian rencana bisnis kepada Perusahaan melalui surat Otoritas Jasa Keuangan.
13. Dalam hal keadaan kahar yang dialami Perusahaan telah selesai Perusahaan menyampaikan seluruh rencana bisnis pada sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan. 
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